


LAMBANG

DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

Z

PERATURAN DAERAH KARUPATEN MERANGIN
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSTI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES
BUPATI MERANGIN

Menimbana : a. bahwa denagan telah ditetapkan Keputusan Menteri
Dalam Negerl Nomor L1929 Tahun 1998 tentana Ruang
Linakup dan Jenis Retribusi Daerah Tinakat I dan

Tinakat I1IT. maka PRetribosei Tempst Khusus Parkir
marupakan jenis Retribusi Daerah Tinakat ITI:

prs

L. bahwa untuk memunaut  retribusi  sebagaimana

dimaksud pada huruf « berlu diatur dsnaan
\

Peraturan Daeran;

K Menainagat I Tdana-undana NGmo - 7 Tahun 1965 tentana

Ui
Pampentukan Daerah Tinakat IT Sarolangun Bangko
dan Dasrah Tingkst II Taniuna J ma (Lembaran
Neaara Tahun 196% Nomor 50)., o are menagubah
Undana~undana Nomer 12 Tahun 1956 teantanag

! 5 di Propinsi
sumatera Tenaah {(Lembaran Negara Tanhun 1956 Nomor

o e } e s
FEMOSNTUREN wasdman LLohnam

~e Y %
2ol

i

Undana-undanag Nomor 13 Tahun 1980 teantana
Jalan (Lembaran Negaara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negsra Republik

Indonesia Nomor I188):

Undang~undang Nomoir & fahun 1981 tentang MHukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara
Raepublik Indonesia Nomor 3209):

2]

4. Undang~undang Nomor 14 1292 Tentang Lalu
Lintas dan Anakutan {Lembaran Negara
Republik Indons Tah Nomor 49. Tambahan

Lembaran Negsira Republik Indonesia Homor 3480):-

St

4. Undana~undana .....
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Menetapkan

16. Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 23 Tahun
1986 tentana Ketentuan Umum Menaenai Penvidik
Pegawai Neaeri Sipil di Lingkunoan Pemerintah
Daerah Yeputuzsan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1

o 3
1227 tentana Penvidik Pegawal Negeri Sipil

32 g o~ ¥ g e s i B o) K gy et s Rt g oy Lo -
di linakunaan Pemerintalh Daerah;

17. Ksputusan Manteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
1993 tantana Fasilitas Pendukuna Kegiatan Lalu
Lintas dan angkutan Jalan:

18. Tahun

Parhubunagan Nomor KM &¢
it Parkivr Untuk Umum:

19. Keputusan Mesnteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Padoman Tata Cara Pemungutan

Retribusi

20. Ksputus:
1997 ten
Retribusi

Menteri Dalam  Negeri  Nomer 175 Tahun
, ) -

_ e e o I D ] ey
Pemerikssan di Bidang

Cara

21. Keputusan nterl Dalam  Neaeri Nomor 119 Tahun
1998 tentana Ruana Linakup dan Jenis-ienis
Retribusi Dasrah Tinakat I dan Daerah Tinaokat I1:

)
~3

Dalam Nesasri Nomor 147 Tahun

S

Tarif Ratribusi.

Dengan Persstujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN =

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

NDalam Peraturan Daerah ini. vang dimaksud denaan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Maranain.

b. Pamerintal . ... v ‘



b.

k.

-~ 4 -

Pemerintah adalah FPamerintah Kabuoatén
Maranain.

Bupati adalah Bupati Meranain.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan
Kabupaten Meranaln.

Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan angkutan
Jalan Kabupasten Merangin.

Kas adalah Kas Kabupaten Merangln.
Peiabat adalah gawal yvana diberi tugss tertentu
dibidang Retribusi Dasrah sesuai denaan Psraturan
Parundana~undangan Dasrah vanag berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang
meliputi parsercan terbatas., perseroan komanditer
persercan lainnva. Badan Usaha Milik Negara atau
Da@rahn denaan rama dan bantuk B030UTN .
parsehutuan. perkumpulan. firma, konasi.

kopsrasi. vavasan atau ordganisasi vana seienis.

lembaga. dan pensiun. bentuk usaha tebtap serta
bantuk badan usaha lainnva.

Parkir adalah Keadaan tidak bergaerak sesuatu
a

il
kandaraan barmotor vang sifat sementara:

Tempat Parkir Khusus adalah Tempat vana secara
khusus disediakan dan atau dikelola oleh
Pemerintah vang meliputl palataran/lingkungan
parkir. taman parkir. dan gedung parkir:

Kendaraan B@rmﬁtar adalah Kaendaraan YAana
digerakkan oleh peralatan teknik vana berada pada
kendaraan 1itu t@fmgmu# kendaraan aandenaan atau
kereta tempelan vang diranagkaikan denaan
kendaraan bsrmotor:

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas iasa
vang disediakan oleh Pemerintah denagan menganut

o

Parinsip-perinsip komersial karena pada da%arnva
dapat puls disediaksn olsh sektor swasta:

.
e

Retribusi Tempat Khusus Parkir vang selaniutnva

disebut Retribusi adalah pembavaran atas
pelavanan benvediasan tempat parkir wvana khusus
disediakan. dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerintah. tidak termasuk vana disediakan dan
dikelola oleh Parusahaan Daerah dan pihak swasta:






n.

h)

M.

_S...

Waiib Retribusi adalan aorana pribadi  atau badan
vang menurut peraturan perundana-undangaan
retribusi diwaiibkan untuk melakukan pembavaran
retribusi:

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
vana merupakan batas waktu bagl Wailib Retribusi
untuk memanfaatkan tempat khusus parkir:

Surat Pendaftaran Obvek Retribusi Dasrah. vang
selanjutnva dapat disinckat SPAORD. adalah surat
vana digunakan oleh Waiib Retribusi dan Waiib
Retiribuel untuk melaporkan datza obisk retribusi
dan Waiib Retribusi sebagal dasar penahitunaan
dan pembavaran retribusi vang terutang menurut
peraturan perundana-~undang Retribusi Daerabh;:

Surat Ketstapan Retribusi Daerah., vana dapat di
sinakat SKRD adalah Surat Keputusan wvana
menentukan besarnvsa jumlah retribusi wvang
terhutana:

Surat Katetapan Retribusi Caerah surand
Bavar Tambahan. vana selaniutnva dapat di sinakat
SKRDKBT adalah Surat Keputusan vana menentukn
tambahan atas jumlah ratribusi vana di tetapkan:

ih Bavar,
vana g@l#nfwfnv& dapat di t SKRDLB. adalah
surat ksputusan vana menantukan jumlan kelebihan

“mba'arwn rJ+r1bq3i karena Jumlah kredit
retribus lebih bessar dari pada retribusi vang
t@rutanu atau tidak seharusnva terutana

Surat Ketetapan Retribusi

Surat Tagihan Retribusi Daerah. vana selaniutnva
dapat disinakat STRD. adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berups bunga atau denda

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain
vana dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB vang
diajukan oleh Waiib retribusi:

Pemeriksaan adalah seranakaian keaiatan untuk
mencari. menagumpulkan. dan mencelola data  dan
atau keterangannva dalam randgka opendgawasan
kepatuhan pemenuban kewaiiban retribusi
berdasarkan peraturan dan perundana-undanaan
retribusi Daerah:

We PBAVIAIKRAN « .ns o as & = A s ahe
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w. Penvidikan Tindak {Pldana di  bidang Retribusi
Daerah adalah seranakaian tindakan vana dilakukan
oleh Penvidik Peagawai Negeri Sipil vang
sslaniutnva disebut Penvidik. untuk mencari serta
menagumpul kan bukti vana dengan bukti itu membuat
terana tindak pidana di bidana Retribusi Dasrah

A et . = Lo
vana terdadi zerta menenvukan tersandaka

BAB II
NAaMAa . ORJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Denaan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut
retribusi wsebacgal pembavaran atas peslavanan
penvaediaan tempat parkir vang secsara khusus
di«md‘cbﬁn. dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerinta

Pasal 3

Objek Rstribusli adalah pelavanan openvediaan tempsat

khusus pairkilc vang maliputi :

3. Pelataran/Ylinokunaan parkir:
b. Taman parkir:

-5 -

c. Gedung parks
Pasal 4

Subijek Retribuzi adalah orang atau badan vana
memanfaatkan tampat khusus parkir.

BAB TIIT
PENGELOLAAN PARKIR
Pasal 5

(1) Pengaturan dan Psnaslolaan Perkir dilakukan
oleh Pemerintah:

{(2) Untuk lokasi atau tertentu. penaslolaan
parkir dapat Jdilaksanakan oleh Pihak lain:

{2) Penaelelsan Parkir cleh Pihak lain sebagaimana
dimaksud pada avat (2) pasal ini. dilakukan
bardasarkan keriasama denaan Psmerintah:

(43Terhadan oo« « o v i



"y

(4) Terhadap punautan  retribusi parkir vana
dilakukan cleh Pihak lain dimaksud. Pemerintah
berhak mendapatkan 50 % (1lima puluh persen) dari

-

hasil retribusi vana diterimanva:

(5) Bentuk dan tata  cara kerjasama sabacgaimana
dimaksud pada avat (2} Pasal ini diatur lebih
lanjut oleh Bupati:

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal &

Ratribusi Tempat Khusus Parkir digolonagkan sebaadai
Retribusi Jasa Usaha.

BAB ¥
CARA MEMGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penaaunaan Jasa dihituna berdasarkan

frekuensi dan Janaka waktu penagunaan tempat khusus

parkir.

8AE VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pa=31 8

Prinsip dalam penstaban retribusi adalah didasa
pada tujuan ; mendaanti biava 1

administrasi., bilava pembangunan dan biava perigadaan
marka dan vambu-rambu. biava perawatan serta
peangawasan darn pendendslian terhadap pendgunaan jiasa
pelavanan parkir.
BAB VII
PARKIR BERLANGGANAN

Pasal ©

(1) Seseorana atau badan dapat meniadi pelangaan
parkir/parkir berlangaanan:

(2) Bentuk ...t nn s



-

(2)

(1)

(23

Bentuk . isi dan tata cara penaaturan parkir
berlancaanan ditetankan oleh Bupati.

BAE VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

fatas iass peslavanan Tempat Khusus Parkir
dikenakat atribusi:
Basairnva Retribusi aubaga mana Jdimaksud pada

-

stiap kendaraan sekall
Ill’\bt 5

ava b

&. Untuk Kawasan Parkir :

1. Sapeda/osrobak dan sejenisnva.. Rp. 100.~

L

dua ... Rp. 200,~

W o :
2. MEMOSTA3N0 HEi MOl I OGR4

1%

. Kendaraan Bermotor da empat ..Rp. 300~

&}

4. Kendaraan Bermotor roda enam....Ro. 500 . -

Kawasan Parkir pada lokasi Rumah
Bank. RPlaza / Swalavan. Hotel.

1. Kandaraan Bermotor roda dua ...Rp. 300.~

2. Kendaraan Bermotor roda smpat..Rp. 500, %

Z. Kendaraan Bermotor roda enam...Rp.1.000.,~

Pasal 11
Atas Jas pelavanan parkir barlanaganan
sabagimana Jdimaksud dalam Pasal 9 Peraturan
Daarah o dikanakan Retribus=si Parkir
berlangaanan:
Basarnva Retribusi parkir barlangganan

sebacgaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini
untuk setiap kendaraan setiap bulannva
ditstankan sesbagal barikut -

a. Kendaraan bermotor rodsa dua.
SEBIOEEEI v i v w v m o m e w e RO 3. 000, ~

b. KBNdaraan . . .k « «sw « e e -



“3

......................

c. Kendarsan bermotor rods BNam.
SEDOSAr ... e Rp. 10.000 ., ~

WILAYAH PEMUNGUTAN L
Doy, 54

Pasal 12

(1). Retribusi vana terutang dipunaut di Wilavah
Dasrah tempat pslavanan parkir dibarikan.

(2). Baaoi kendaraan vana hilana di lokasi parkir
tidak meniadi tanacura 3Sawab Pancalola dan RPetugas
Parkir

BAR X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUST TERUTANG
Pasal 13

Retribusi parkir

barlanaaganan adalah  Janagks
vanda lamanva 3 (tiga) bulan atau ditetapkan
oleh Bupati.

Pasal 14
Retribusi terutana teriadi asdalah pada waat
diterbitkannva SKRD atau dokumen lain vana
dirersamakan.
BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

us il dipunaut denagan manadunakan SKRD atau

dokumen lain vana dipersamakan:

(2) Hasil vemunautan Retribusi sabagaimana dimaksud
pada avat (1) pasal ini disetor secara Bruto ke
Kas

N
—t

.Tata
oleh

BAE XII .iisciinvenmmonnss



BAB XITY

SANKST ADMINISTRAST

&

Dalam hal pibusi tidak membavar tepat pada
waktuinva membavar. dikenakan sanksi
adminisvrasi berovpa bunas sabssar 2 % (dus persen)
setiap bulan dari Retribusi vana terutana atau
kurang dikavar dan ditagih dangan menaaunakan STRD.

S
O
G
¢
,

BAB XTIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Paszal 17

Y ang terutang Marus

- SRR ! Z 3 :$¢ <&lnb8t'
lambatnva 15 (lima belas) hari setelah saat
terutana.

Pasal 18
(1) Pembavaran Retribusi dilskukan di Kas atau
j?‘ﬁmwat lain vang ditunjuk oleh Bupati sesuai

<tu vana ditentukan denaan m@ngqunakam SKRD
igkumom lain vang dipersamakan. SSRD.
SKRDKBT. dan STRD:

:O(J "\—'
w P

-~
3
S’

Calam hal opembavaran dilakvkan ditempat lain
vana dituniuk. maka hasil Retribusi harus
disetor ke Kas 2 ambatwlambatnvﬁ 1 %x 24 iam
atau dalam wak ditentukan cleh Bupati:

(3) Penaaturan lebih WUt tentang tata cara
pembavaran dan penvetoran hasil Retribusi
ditatapkan oleh Bupati.

(1) Bupati ataz permchonan Wajib Retribusi satelah
memenuhi psrsvaratan vana ditentukan dapat
mambarikan persetuivan kepada Waiib Retribusi
untuk menganasur Retribusi dalam kurun waktu
tertentuy atau menunda pembavaran retribusi
sampal batas vana ditentukan., denaarn dikenakan
bunaa 2 % (dua persen) setiap bulan:

(2) Persvaratan .......

‘



(2) Persvaratan untuk dapat menaanasur dan atau

(1)

(1)

(2)

{

i

3)

menunda pambavaran sebagaimana dimaksud oada
avat (1) Paszal ini ditetapkan oleh Bubati.

BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20

Ratribusi tferutarna besrdasarkan SKRD atau
dokumen lain vana dipercsamakan. SKRDKBT. STRD.
Surat Keputusan Pembstulan. Surat Keput usan
Keberatarn vang i ' notumlah %@triousL vyana
harus dibavat vana tidak astau kurana
dibavar olzh Wajib Retribusi tepat pada waktunva
dapat ditaaih denaan Surat Paksa-

-

Panaaihan Retribusi denaan Surat Paksa
dilakssnakan berdazar Perundang-
undanagan vana barlaku.

an Paraturan

BABE XV

PENGEMBAL TAN KELEBIHAN RPEMBAYARAN

Pasal 21

Pl

bt ]
&

At kalebihan pembavaran Retribusi. Wailb
Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembal lan kepads Bupati:

(5]

Permohonan pengembalian kelebihan pembavaran
Retribusi diajukan sacara tertulis kepada Bupati
denaan ﬁ@ku“"nq“.urahdnva menvebutlkan

%

a. Nama dan alamat Waiib Retribusi:
b. Masa Retribusi

c. Besairnva Ku¢@'i'an bembavaran:
d. Alasan vang sinakat dan jelas:

2z

waktu paling lama & (enam)
diterimanva permohonan
pengemk , ibihan prembavaran Retribusi
sebagaimana dimaksud avat (1). Pasal ini harus
membsrikan Keputusan:

Bupati d=a
bulan

fpabila Permochonan penaambalian kelebihan
Retribusi dikabulkan. harus diterbitkan SKRDLB
dalam janaka waktu palaing lama 2 (dua) bulan
seiak diterimanva permohonan.



(1)

(23

(2}

(1)

(2)

(1)

(2)

....12_,

RPasal 22

Apabila Wailb Retribusi mampunyal utana
Ratribusi lalnnva . kelabihan pembavaran

Retribusi sebagalmansa dimaksud avat (17 Pasal 21
Peraturan Dserah 1ni lanusung dipsrhitunakan
untuk melunasi terlebih dahulu hutana Retribusi
tersebut:

Pangembal ian

kelebihahan pembavaran Retribusi
sebagsimsi. pada avat (1) Pasal ini
dilakukan dalam janaka waktu paling lama 2 (dus)
bulan seiak diterbitkan SKRDLB: .

Apabila paenagamnoal Lan kelabihan @ pembavaran
Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2z (dus)
bulan. =siak diterbitkannva SKRDLE. Bupati
memberikan imbalan bunaa sebesar 2 % (dua
pgrsen zabulan atas ketarlambatan
pembavaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22
Penaembalian kelebihan Retribusi - dilakukan

denaan menerbitkan Surat Perintah Membavar
Kelebihan Retribusi:

fApablla kalaebihan pembavaran Retribusi
diparhitunakan dencan utana Retribusi lalnnva.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 avat (1)
Peraturan Daerah 1ini. bembavaran dilakukan
denaan cara mamindahbukukan dan bukti
pemindatbukuan juas berlaku sebagail buktl pem-
avaran.

Eal XV

KaDALUARSA

Hak untulk malakukan penacaihan Retribusi.
kadaluwarsa setelab melampaul janaka waktu 3
(tiaa) tahun terhituna sejak saat terutananva
Retribusi. kecuali apabila Waiib Retribusi
malakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

Kadaluarsa penadalhan Raetribusi s@oadaimana
dimaksud avat (1) Pasal ini tertangauh apabila:

8. Diterbitkan surat teguran atau
L. Ada perg Reribusi baik langsuna

ma Lo

BAB XVIT .. wewse--



U».

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA '

X
=

(U

Pasal

{1) Piutana Retrikusi vana tidak munakin

laai karena hak untuk melakukan menaglhan

kadaluwarsa dapat dihapus:

(2) Bup. 2 4
Retribusi Daerah vana sudah kads
sebagaimana pada avat (1) Pasal ini.

8aB HKVIII
KETENTUAN PIDANA

sal 26
(1) Waiib Retribusi Vard
kewaiibannva sehinaaa
diancam pidana kurunaan allnq lama

-

B =

{( dua juts lima ratus ribu rugpiah ).

(23

i
oy

oelanguaarat

-
G
¢ >
]
bt
et

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 27

t.
bulan atau denda palina banvak Rp. 2500 . OOW
i

cditaaih
sudah

Peraghapusan Piutana

luwarsa

malakasanakan

Keuanagan Daer ah

idana  sebagimana dimaksud avart (1)

(1) Pesiabat Pacamal aori 2ipi tertentu
dilingkungan Pemarintah Aibari  wewenana khusus

s@bagai penyidik untuk malakukan

penyidi~

karn tindak pidana di bidang parpajakan Dasrah

atau Retribusi Daerah sebadaimana

dalam Undana-Undana MNomor 8 Tahun 1981

) Lo i it .
Hukuin Acara

(2) Wewsnang Fenvidi
avat {1) Pasal ini adalah :

<

enerima. mencari. mengumpulkan dan
I

— oot XX
- )
=

ateranaan atau laporan tersaebut
ih lengkap dan jelas:

»t@eranagan atau laporan barkenaan
wdak pidana di bidandg Retribusi Ddurah Qa0

dimaksud
tentand

weabaagaimana dimaksud pada

maneliti
denaan

meniadi



€ ~

—

£

b. Mensliti. mencarl d&ﬁ m@raummulkan
rangan mengenal orang pribadi atau badan
na  kabsnaran Darbuatan VBN dﬂlﬂkukan
sehubunagan dengan tindak pidana Retribusi
Daesrah:
minta keteranasn dan bahan bukti dari
orang pribadi astau badan sshubunaan d@mgan
tindak pidana di bidana Retribusi Daerah:

ikss buku-~buku. catatan~catatan dan
umen-dokumen lain berkenasn dengan tindak
dana di bidang Retribusi Daerah:

a. Melakukan penasledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan. “@ﬂ””tataﬁ da
dokummnwdabumnr lain serta alf an oeny 1
taan terhadap bahan bukti ters:

—
5
e
t
£

f. Meminta bantuan tenaga &hlf dalam rangka
pelaksanaan tugas penvidikan tindak pidana di
bld&ﬁﬁ Retribusi Dasrah:

g. Menvuruh berhenti, melarang SASEOrang
meninagalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlanagsuna dan memeriksa
indentitas orana dan atau dokumen vang dibawa
sebagaimana dimaksud pads huruf e Pasal ini:

h. Memotret seseorang  vandg berkaitan dengan
tindak pidana Retribusi Daerab:

1. Memanawlil orang untuk didanaar ketersngannysa
& au

dan diperikss sebagal ter gale*

i. Menaghentikan penvidikan:

K. Melakukan tindakan 1lain vang perlu untuk
kaelan ~an penvidikan tindak pidana di bidang

menurut  Mukum vang dapat diper-
-'3.1’ aaund awﬁbkr_\h_

Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Pasal ini m@mo@rltahukan dimulainva penvidikan
dan penvampaian hasil penvidikan kepada penuntut
Umum., sesual dengan ketentusn vanag diatur dalam
Undanngndanq Nomor 8 Tahun 1981 tentana Hukum
a%e
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Denagan berlakun Feraturan Dasrah
Peraturan Dasrah XKabupater Daerah
Saroclanaun Ranako
Retribusi Terminal
dalam
dinvatakan dicabut dar

21 Vel

idak berl:

Pasal 29

’..J
=

Hal-hal wvanad belum diatur da
ini. sepaniang mengenai teknis
lebih lanijut oleh Bupati.

n o 2 e o iyl o 3 ey ) o e oy
Pﬁr <4 L Ut an ((_,\"-.,h’.;.‘ l lll & |1.L mulal k_l'.:* t 1-;;i AU O, Li(:‘.

-

diundanagkan dalam Lembaran Daerah

Meranaln.

= di

BURPATI MERANGIN
ttd
H. ROTANI YUTAKA. SH.
Diundangkan Dalam Lembaran Dasrah ¥Xsbubaten Merangin
Nomor : 16 Tahun 2000 Tanggal : 10 Juni 2000
Seri : B Nomoar : 12
SEKRETARIS DAFRAH XABUPATEN MERANGIN

ttd

Drs. H.M AZIZ YUSUF

PEMBINA TK I
NIP 010 055 931

X '\.' A

Nomor 13 Tahun 1@94
dan Retribusi Parkir
h Tinakat I % irl<nuln Banako

ni. maka
nakat I71

tentana
Kendaraan

am Peraturan Daerah
sanaannya diatur

tanagal

Kabupaten

AN
danaan
Kabupaten

Banakno
D28 Maret 2000,



Oa



TN

o -

T.

0l

bt

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH RABUPATEN MERANGIN
NOMOR 16 TAHUN 1999
TENTANDG
TRIBUST TEMPAT XHUSUS PARKIR
PENJELASAN UMUM

Peraturan D= disabut Peraturan Dasrah Kabupatn
Meranain tentara Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Kabupa-
ten Merangin. Panvi turan Dasrah ini adalah sebagai
pengaanti Peraturan IT Sarolangun Bangko Nomor
S5 Tahun 19983 tasntang Terminal dan Parkir Kendaraan
Dalam Kabupaten Daeral : IT Sarolanaun Banagko dan seba-
agal tindak lanjut 1 pelaksanaan Undang~-undanga Nomor 18
Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Dasrah. Peratu-
ran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
dan Keputusan Menteri Dalam Neageri Nomor 119 Tahun 1998 ten-
tang Ruana linagk don Jenis-ienis Retribus rah Tinakat I
dan Tinagkat II. dimarna Retribusi Te Parkir termasuk
dalam Jjenis retribusi Jjass usaha sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 18 avat {2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentana Paiak Dasrah dan Retribusi Dasrah. Pasal 3 avat (2)
huruf d Persaturan Remerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentana
Retribusi Dasrah dan Pasal 7 huruf b angka 4 Keputusan Menteri
Dalam Negeri Naomar 1192 Tahun 1992 tentang Ruana Linagkup dan
Jenis~isnis Retribusi Daerah Tinakat I dan Dasranh Tinagkat II.

smpat Khusus

Penatapan Feraturan Dasrab inl agar dapat meniamin ter-
laksananva usaha Pemaerintah dalam meninakatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)Y. sehing dengan ksmampuan ke n o ovana semakin
meninagkat akan memeberi menfaat b r baal pembiavaan Pemerin-
tah dan Pembanaunsn Dasrah. S3lah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dalam menunizng otonomi daerah yvana memiliki
paran pentina didalam pembiliavaan psmbangunan daerah adalah
melalul punautan 5% Tempat Khusus Parkir sehingga
diharapkan akan meninak afl¢n sfektivitas dan efesisensi Retrib-
usi Daerah serts meninukatkan mubu dan denis pelavanan kepada
Masvarakat.

ANCa

PENJELASAN PASAl DEMI PASAL
Pasal Cukup Jelas,

Pasal Cukup Jelas.

Pasal Cukup
Pasal Culkup Je .
Pasal Cukup Jelas.
Pasal Cukup Jelas.
Pasal Cukup Jelas.
Pasal Cukup Jelasg.
Pasal Cukup Jelas.
Pasal 10 Cukup Jelas.
Pasal 11 Cukup Jelas.
Pasal 12 Cukup Jelas.
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Pas 5 Cukup Jelas.
Rasa & Cukup las

i)

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
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